BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

Menimbang

Mengingat

PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa kebijakan di bidang riset dan inovasi diarahkan
untuk memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu
pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan
dalam perencanaan pembangunan daerah yang
berpedoman pada nilai Pancasila;

bahwa untuk melaksanakan kebijakan di bidang riset
dan inovasi dibutuhkan perangkat daerah yang
menyelenggarakan penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi
yang terintegrasi di daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan
Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah diberikan
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk membentuk Badan Riset
dan Inovasi Daerah yang dapat diintegrasikan dengan
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang  perencanaan
pembangunan daerah atau perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang penelitian dan pengembangan daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan
Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan

BUPATI LUWU TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH.

Pasal ]

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 103)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf e angka 4 Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

b. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.

c. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
merupakan Inspektorat Tipe A.

d. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri
dari:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;



10.

11.

12,

13,

14.

15.

16.

17,

18.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe
B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan
Pemerintahan Bidang Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum;

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas  Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A;
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
dan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;

Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Perikanan;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
kependudukan dan pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana,;

Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika, Statisitik dan Persandian Tipe
A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan  Bidang
Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang
Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan
Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang Perdagangan, Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Bidang
Perindustrian;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Penanaman Modal;

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata,
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan
Pemerintahan Bidang Kearsipan;



19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan
Pangan; dan

20. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub
urusan kebakaran.

e. Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri
dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan sebagian
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang perencanaan dan menyelenggarakan penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan
inovasi yang terintegrasi di Daerah; dan

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri
dari:
Kecamatan Burau, Tipe A;
Kecamatan Wotu, Tipe A;
Kecamatan Mangkutana, Tipe A;
Kecamatan Tomoni, Tipe A;
Kecamatan Tomoni Timur, Tipe A;
Kecamatan Kalaena, Tipe A;
Kecamatan Angkona, Tipe A;
Kecamatan Malili, Tipe A;
Kecamatan Wasuponda, Tipe A,
Kecamatan Towuti, Tipe A; dan
11. Kecamatan Nuha, Tipe A.

(2) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi,
dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 diatur dengan Peraturan Bupati.
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2. Ketentuan huruf a Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

a. Pejabat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah yang ada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya



sampai dengan dilantiknya pejabat pada Perangkat Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah ini;

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, diubah menjadi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tetap melaksanakan tugas
dan fungsi sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang
melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Anggaran penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya
organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang
Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Rumah Sakit Umum Daerah [ Lagaligo Kabupaten Luwu Timur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal
46 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas
Rumah Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

dihapus; dan

dihapus.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Desember 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ttd.
BAHRI SULI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.10.123.23

Salinan Sesuai dengan aslinya
7~ KEPAEA BAGIAN HUKUM

" YERISUK WUALA, S.H
. Nip. 19761213 200604 2 009



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan, serta invensi dan inovasi merupakan bahan pertimbangan
dalam pengambilan kebijakan terkait pembangunan daerah. Hal tersebut
merupakan kewenangan perangkat daerah yang menyelenggaraan
urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan
Riset dan Inovasi Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah
diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang
dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan
daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian
dan/atau perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
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